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PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam

sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang

diajukan oleh :

PEMOHON, lahir  di  Sumbawa Besar,  pada  tanggal  23  September  1988  (umur  36

tahun),  agama Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  Wiraswasta  (Peternak),

tempat  tinggal  di  KOTA  MATARAM,  NIK  :  520xxxxxxxxx,  sebagai  :

Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, lahir di Mataram, tanggal 05 Maret 1987 (umur 37 tahun), agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan rumah makan),

tempat  tinggal  di  KOTA  MATARAM,  NIK  :  520xxxxxxxxx,  sebagai  :

Termohon

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam surat  gugatannya tanggal 05 Desember 2024

telah mengajukan gugatan  cerai  gugat,  yang telah didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Mtr,  tanggal

itu juga,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  hari  Kamis  tanggal  30  Mei  2019,  Pemohon  dengan

Termohon  melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Ampenan,  Kota  Mataram,
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sebagaimana  tercatat  dalam  buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

0xxx/013/V/2019, tertanggal 30 Mei 2019;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di

rumah Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selama kurang lebih 3

tahun.  Kemudian  Pemohon  dan  Termohon  pindah  ke  rumah  orangtua

Termohon di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pemohon   dengan  Termohon

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1

orang  anak  bernama  :  ANAK  I,  laki-laki,  520xxxxxxxxx,  belum  sekolah,

umur 4 tahun (Mataram, 09 Juni 2020), diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada bulan Februari 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

Pemohon  dengan Termohon  yang terus menerus dalam rumah tangga

yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

a. Termohon tidak terbuka/tidak jujur kepada Pemohon;

b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

c. Termohon tidak peduli terhadap Pemohon;

d. Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;

e. Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon;

5. Bahwa pada bulan April  2024 antara Pemohon dengan Termohon

terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak

kepada   Termohon  yang  mengakibatkan  Pemohon  pergi  meninggalkan

Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak

ada  lagi  hubungan  selayaknya  suami  istri  dan  sudah  tidak  ada  lagi

hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Termohon saat ini telah menikah dengan laki-laki lain;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut  rumah tangga Pemohon dengan

Termohon  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
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perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 

8. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan  Agama  Mataram  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan

sidang Pengadilan Agama Mataram;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  620/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal  6  Desember  2024  dan  Tanggal  19

Desember  2024  yang  dibacakan  di  persidangan,  Termohon telah  dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan

jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan

tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak

berhasil;

Bahwa  dalam  perkara  ini  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan; 

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara

ini  dilanjutkan secara  litigasi  yang  diawali  dengan membacakan surat  permohonan
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Pemohon  yang  pada  pokoknya  tetap  dipertahankan  oleh  Pemohon  tanpa  ada

perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar

dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

I.  Fotokopi Surat Keterangan Domisili  yang dikeluarkan oleh Kepala

kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram Bukti surat tersebut

telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi  kode bukti  (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

II   Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah nomor: 0xxx/013/V/2019,  tertanggal  30  Mei

2019  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  urusan  Agama  Kecamatan

Ampenan Kota Mataram Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah

dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI  I,   umur   55,  agaa  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

pendidikan  SLTA,  tempat  tinggal  di  KOTA MATARAM,Provinsi  Nusa

Tenggara  Barat  Setelah  saksi  bersumpah  menurut  agamanya  yang

menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya

tidak lain  dari  pada yang sebenarnya,  selanjutnya saksi  memberikan

keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah Bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

menikah pada bulan Mei 2019;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

dirumah Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selama kurang

lebih 3 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah
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orangtua  Termohon  di  KOTA MATARAM,  selama  kurang  lebih  2

tahun;

-    Bahwa  dari  perkawinan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Februari  2023

sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa  terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena  Termohon  tidak  jujur,  sering  berhutang  tanpa  setahu

Pemohon, Termohon sering marah-marah,  tidak mendengar nasehat

Pemohon;

- Bahwa setahu saksi hutang mencapai sekitar 100.000.000,- (seratus

juta rupiah) dan hutang tersebut dibayar oleh orang tua Pemohon,

bahkan  mobil  Pemohon  dan  termohon  disita  oleh  orang  tempat

berhutang Termohon; 

- Bahwa  saksi  sering  melihat  Pemohon  dan  Termohon  bertengkar

karena  persoalan  tersebut,  karena  saksi  sering  berkunjung  ke

tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi

pada  bulan  April  2024  dimana  waktu  itu  Pemohon  mentalak

Termohon;

- Bahwa sejak April  2024  sampai  dengan sekarang Pemohon dan

Termohon  berpisah  tempat  tinggal,  Termohon  pergi  meninggalkan

tempat kediaman bersama;

-  Bahwa saksi tidak tahu kalau  Termohon sudah menikah dengan laki-

laki lain;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  untuk  mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
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- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa  setelah  saksi  pertama  selesai  memberikan  keterangan,

kemudian oleh  Ketua Majelis  saksi  dipersilahkan untuk meninggalkan ruang

sidang; 

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM,Provinsi Nusa Tenggara

Barat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan

bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari

pada  yang  sebenarnya,  selanjutnya  saksi  memberikan  keterangan-

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

menikah pada bulan Mei 2019;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

dirumah Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selama kurang

lebih 3 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah

orangtua  Termohon  di  KOTA MATARAM,  selama  kurang  lebih  2

tahun;

-    Bahwa  dari  perkawinan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Februari  2023

sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan

Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan  karena  Termohon  tidak  jujur,  sering  berhutang  tanpa

setahu Pemohon, Termohon sering marah-marah,  tidak mendengar

nasehat Pemohon;
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- Bahwa  saksi  sering  melihat  Pemohon  dan  Termohon  bertengkar

karena  persoalan  tersebut,  karena  saksi  sering  berkunjung  ke

tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu hutang Termohon berkisar ratusan juta dan hutang

tersebut dibayar oleh orang tua Pemohon, bahkan mobil Pemohon

dan termohon disita oleh orang tempat berhutang Termohon; 

- Bahwa  saksi  sering  melihat  Pemohon  dan  Termohon  bertengkar

karena  persoalan  tersebut,  karena  saksi  sering  berkunjung  ke

tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi

pada  bulan  April  2024  dimana  waktu  itu  Pemohon  mentalak

Termohon;

- Bahwa sejak April  2024  sampai  dengan sekarang Pemohon dan

Termohon  berpisah  tempat  tinggal,  Termohon  pergi  meninggalkan

tempat kediaman bersama;

-  Bahwa saksi tidak tahu kalau  Termohon sudah menikah dengan laki-

laki lain;

- Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berupaya  untuk  mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa  setelah  saksi  kedua  selesai  memberikan  keterangan,

kemudian  oleh  Ketua  Majelis  saksi  dipersilahkan  untuk

meninggalkan ruang sidang;

Bahwa,  setelah  diberi  kesempatan,  Pemohon  menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  permohonannya  untuk

selanjutnya mohon putusan;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim

dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa  perkawinan  yang

menjadi wewenang  Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan

Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan mengenai tempat domisili

Termohon  yang  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Mataram,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dari

segi  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  Mataram  berwenang  memeriksa  dan

mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan akta dibawah tangan

yang secara hukum diakui sah serta tidak ada penyangkalan terhadap bukti tersebut

maka  sesuai  ketentuan  pasal  286  dan  pasal  288  R.Bg.  maka  bukti  tersebut

menimbulkan  bukti  yang  lengkap, maka  berdasarkan  bukti  P-1  yang  didukung  oleh

keterangan saksi-saksi dipersidangan maka terbukti Pemohon berdomisili diwilayah Kota

Mataram,  demikian  juag  dengan  Termohon  berdasarkan  relaas  panggilan  dan

keterangan saksi-saksi juga berdomisili diwilayah Kota Mataram, maka sesuai ketentuan

pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  maka  dari  segi  kewenangan  relatif

Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa,  mengadili  dan

memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  bahwa  Pemohon  dan  Termohon

adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam
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sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan  tentang  perkawinan  yang  berlaku  di

Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama juncto Pasal  20 ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  junctis Pasal  129  Kompilasi  Hukum  Islam,  Pemohon  dan  Termohon

memiliki  kepentingan  hukum untuk  bertindak  sebagai  pihak-pihak  dalam perkara  ini

(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektronik

Pemohon, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16,

dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis

Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145

dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas

panggilan  tersebut  Pemohon secara  pribadi  (in  person)  telah  hadir  di  depan

persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai

oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan

Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum

Islam, atas panggilan tersebut Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran

Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan

tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam

Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 sebagai berikut:

Artinya : Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa yang

dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia

tidak memenuhi  panggilan itu,  maka ia  termasuk orang yang dhalim dan

gugurlah haknya”. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi

Hukum Islam,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  jalan  memberi

nasihat,  arahan  dan  penjelasan  kepada  Pemohon  agar  bersabar  dan  tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Termohon  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  sebagaimana

dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  tercantum  dalam  duduk  perkara  di  atas,

pada  pokoknya  Pemohon  mendalilkan  bahwa  rumah tangganya  dengan  Termohon

sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  sejak  bulan  Februari 2023 disebabkan  karena

Termohon  tidak  jujur,  sering  berhutang  tanpa  setahu  pemohon,  Termohon  sering

marah-marah, jarang mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon sudah menikah

lagi dengan laki-laki lain, kemudian  Sejak bulan April 2024 hingga sekarang, Pemohon
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dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;

Menimbang, bahwa atas  permohonan Pemohon tersebut,  jawaban  Termohon

tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk  menghadap  ke

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa

ketidakhadiran  Termohon disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  secara

yuridis  formil  ketidakhadiran  Termohon dapat  dianggap  sebagai  pengakuan  yang

memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende

bewijskracht),  namun  karena  perkara  ini  adalah  perkara   perceraian  dan  termasuk

perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula,

maka berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali dan Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-

dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim

menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini

adalah  karena  alasan  perceraian  menurut  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan

lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkannya  sebuah  perceraian  dengan  alasan

dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan juncto  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor  9

Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus

terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: 

(1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran secara terus menerus.

 (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada

harapan untuk rukun kembali. 

(3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua

belah pihak, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

tetap  memberikan  beban  pembuktian  (burden  proof)  kepada  Pemohon  guna

membuktikan  fakta  keretakan  hubungan  rumah  tangganya  dengan  Termohon

sebagaimana  maksud  Pasal  283  R.Bg.  juncto  Pasal  1865  Kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P-1) dan (P-2) serta 2 (dua) orang saksi

yang masing-masing bernama Hari Suci Marini dan Muh Afrizal Kardin Atas bukti-bukti

tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat  bukti tertulis berupa P-1

dan P-2  telah dicocokkan dan sesuai  dengan aslinya,  bermeterai  cukup,  dan telah

dicap pos,  Majelis  Hakim menilai  alat  bukti  tertulis  tersebut  sah sebagai  alat  bukti

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1)

huruf  b  dan  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  10 Tahun  2020  tentang  Bea Meterai

junctis Pasal  3  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor

70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P-2 merupakan akta

autentik,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  285  R.Bg.  juncto  Pasal  1870  Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende  bewijskracht).  Oleh  karena  itu

berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti

bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 30

Mei 2019 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua)

orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua  saksi

tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi yang  diajukan  oleh Pemohon sudah  dewasa,

berakal  sehat,  dan  tidak  terhalang  menjadi  saksi  menurut  undang-undang,  sebelum

memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi
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tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan

Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan

keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa

sejak  bulan  Februari  2023  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

harmonis  lagi,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  karena

Termohon tidak jujur,  sering berhutang tanpa setahu Pemohon dan Termohon tidak

mendengar nasehat Pemohon bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki

lain.  Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut  terjadi  pada bulan April  2024,

Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal,  Termohon  pergi  meninggalkan

rumah kediaman bersama. sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak

pernah hidup bersama lagi dalam satu tempat tinggal layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan

keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang

jelas,  saling  bersesuaian  dan  tidak  bertentangan  satu  sama  lain,  serta  mendukung

kebenaran  dalil  permohonan  Pemohon,  maka  keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308

dan 309 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kedua  orang  saksi  yang  diajukan  oleh

Pemohon telah memenuhi  syarat  formil  dan materil,  maka karena sifat  pembuktian

saksi  adalah bebas (vrij  bewijskracht),  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa alat  bukti

saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai

alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  setelah  mengkonstatir  dan  mengkualifisir  permohonan

Pemohon dan  alat-alat  bukti  yang  diajukan  Pemohon di  persidangan,  maka  Majelis

Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bah

wa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada

tanggal 30 Mei 2019 dan sampai saat ini belum bercerai;

2. Bah

wa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana

layaknya suami istri (ba’da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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3. Bah

wa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  sejak  bulan

Februari  2023,  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus menerus sehingga

sejak bulan April  2024 sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup

bersama dalam satu tempat tinggal, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon

tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa  usaha  damai  dari  pihak  keluarga  dan  melalui  Majelis  Hakim  di

persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil  dan Pemohon

sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  keinginan  Pemohon agar  Majelis  Hakim

mengabulkan permohonanya untuk bercerai  dengan  Termohon sebagaimana petitum

angka  2  permohonan  Pemohon,  disebabkan  karena  rumah  tangga  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  serta  tidak  ada  harapan  untuk  rukun  yang  dikaitkan

dengan  fakta-fakta  hukum  yang  diperoleh  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  akan

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa dari  fakta yang terungkap di  persidangan terbukti  bahwa

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta

antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang

disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  di  persidangan  terbukti  bahwa  permasalahan

tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang

pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak

bulan  April  2024,  dan  selama  berpisah  kedua  belah  pihak  tidak  lagi  menjalankan

kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan

Pasal 32  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78

Kompilasi  Hukum  Islam  yang  memerintahkan  suami  istri  agar  hidup  pada  tempat

kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri,

kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan

dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon

telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam
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dan  berkelanjutan  diantara  kedua  belah  pihak  dan  hal  tersebut  merupakan  bentuk

penyimpangan dari  konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan,  agar suami istri

selalu  berkomitmen  untuk  hidup  bersama  dalam  segala  aktivitas  kehidupan  rumah

tangga;

 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang  Perkawinan  juga menegaskan  bahwa,  “Perkawinan ialah  ikatan lahir  bathin

antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

Yang Maha Esa”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting

dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak.

Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling

menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir

batin  yang  didasari  kerelaan  tanpa  paksaan  antara  suami  istri  dalam  mengarungi

bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan

perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga  yang sakinah,

mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Pemohon  tidak  menunjukan  i’tikad

baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama

persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada

Pemohon agar  bersabar  dan  berusaha rukun kembali  dengan Termohon dan  tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Termohon,  namun  Pemohon

tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukan bahwa

Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan

dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga

dengan pasangannya,  maka akan sulit  untuk  mencapai  visi  misi  membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih

mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri

sebagaimana kaidah fikih yang  diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim yang

berbunyi:
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    درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

       

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin

meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat

tinggal  sejak  bulan  April  2024  menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon telah pecah  dan tidak  ada harapan untuk  hidup rukun  lagi  sebagaimana

tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal  17 Maret  1999 yang mengandung abstrak

hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu

tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

bersama  dengan  pihak  lain  merupakan  fakta  yang  cukup  untuk  menunjukkan

ketidakharmonisan,  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Repblik

Indonesia  Nomor:  38/K/AG/1990  tanggal  22  Agustus  1991  juga  ditegaskan  apabila

terbukti  suatu  rumah  tangga  sudah  pecah  dan  tidak  dapat  diperbaiki  lagi  serta

mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar)

bagi kedua belah pihak,  maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari

kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di  atas,

maka  Majelis  Hakim  menilai  secara  yuridis  unsur-unsur  perceraian  sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  sejalan  dengan  itu,  Majelis  Hakim  juga  mengambil  alih

pendapat ahli hukum Islam dalam kitab  Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq, Jilid I,

halaman 83 yang berbunyi:
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فيها ينفع يعد ولم الزوجيسسة  الحيسساة تضسسطرب حين الطلاق نظسسام السسسلم اختار وقد

معنسساه السسستمرار لان روح غسسير من صورة الزواج رابطة تصبح وحيث صلح . ول نصح

 العدالة روح تأباه ظلم وهذا المؤبد بالسجن الزوجين احد على نحكم اان

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap

goncang  dan  sudah  tidak  bermanfaat  lagi  nasehat  perdamaian  serta

hubungan suami istri  menjadi tanpa ruh (hampa),  meneruskan perkawinan

berarti  menghukum  salah  satu  suami  istri  dengan  penjara  yang

berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam

al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

لاَاَق فَإِاّنَ اللهََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  وَإِاْن عزََمُوا الطَّ  

Artinya: “Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya

Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di  atas,

maka  Majelis  Hakim  menilai  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pecah

(broken  down  marriage)  dan  alasan  perceraian  yang  dikemukakan  Pemohon  telah

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975  junctis

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk

bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Mataram;  

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh

Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami

mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal

123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada

pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mataram

dan pada  waktu  yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum

tetap.  Hal  ini  sebagaimana Pasal  70 ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  hendak  menceraikan  Termohon,

sementara pemeriksaan perkara dilakukan tanpa kehadiran Termohon kendati demikian

majelis  memberikan  penjelasan  kepada  Pemohon  bahwa   Pemohon  mempunyai

kewajiban berupa nafkah iddah untuk 3 bulan dan mut’ah yang akan diberikan kepada

Termohon sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,

meskipun Termohon tidak meminta majelis secara ex officio dapat menentukan jumlah

yang dibebankan kepada Pemohon akan tetapi perlu mendengar berapa kesanggupan

Pemohon  atas  kewajibannya  tersebut,  kemudian  atas  saran  dan  penjelasan  Majelis

Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 1000.000,

(satu juta rupiah)/bulan sehingga berjumalh Rp. 3000.000,. (tiga juta rupiah) dan untuk

mut’ah Pemohon sanggup sebesar Rp. 1000.000,. (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut maka Majelis

Hakim memandang sebagai jumlah yang layak dan pantas serta memenuhi rasa keadilan

karena itu majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar kewajiban

kepada Termohon berupa nafkah Iddah sebesar Rp. 1000.000, (satu juta rupiah)/bulan

sehingga berjumalh Rp. 3000.000,. (tiga juta rupiah) dan untuk mut’ah Pemohon sanggup

sebesar Rp. 1000.000,. (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kewajiban terhadap anak Pemohon dan Termohon

bernama ANAK I, umur 4 tahun, didepan persidangan Pemohon menerangkan bahwa

selama ini ketika Pemohon pergi kerja, Pemohon menintipkan anaknya tersebut kepada

ibu Termohon dan ketika Pemohon pulang kerja anak tersebut dibawa pulang dan tinggal

bersama  Pemohon,  maka  berdasarkan  keterangan  Pemohon  tersebut  majelis

berpendapat  bahwa  ternyata  anak  Pemohon dan  Termohon berada  dibawah asuhan

kedua  belah  pihak  karena  itu  kewajiban  nafkah  terhadap  anak  tidak  perlu

dipertimbangkan;  

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  yang

timbul dalam perkara ini dibebankan  kepada Pemohon; 
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Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Mataram;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Termohon berupa

:

4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1000.000, (satu juta rupiah)/bulan X 3 (tiga) bulan

sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,. (tiga juta rupiah) dan;  

4.2. Mut’ah  sebesar Rp. 1.000.000,. (satu juta rupiah); 

5. Membebankan  kepada Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  24  Desember  2024

Masehi,  bertepatan dengan tanggal  22 Jumadil  Akhir 1446 H  Hijriah, oleh

kami H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H.

M.  Ijmak,  S.H.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

H.  Murad,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Pemohon

secara elektronik tanpa hadirnya Termohon; 

Hakim Anggota 

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, S.H.
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Hakim Anggota 

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

H. Murad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2 Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3 Biaya Panggilan P dan T : Rp. 32.000,00

4 PNBP Panggilan P : Rp. 10.000,00

5 PNBP Panggilan T : Rp 10.000,00

6 Materai : Rp. 10.000,00

7 Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
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